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Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi 

pedoman dalam meningkatkan literasi konstitusi di era digital. Literasi konstitusi berarti 

kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Pancasila berperan 

penting karena nilai-nilainya, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, dapat menjadi 

dasar bagi sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Penelitian ini 

menggunakan metode studi literatur dengan menelaah beberapa buku, artikel, dan dokumen 

kebijakan tentang pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat, khususnya generasi 

muda, memahami dan menghormati hukum serta menjaga etika dalam interaksi digital. 

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dalam 

membangun warga negara yang cerdas dan berkarakter di era digital. 

 

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, pendidikan kewarganegaraa, era digital, literasi 

konstitusi. 

 
Abstract 

 

This research analyzes how Pancasila as the foundational state philosophy can serve as a 

guideline in enhancing constitutional literacy in the digital era. Constitutional literacy refers 

to the ability to understand citizens' rights and obligations based on the 1945 Constitution 

and to apply them in daily life, including in the digital world. Pancasila plays an important 

role because its values, such as humanity, justice, and unity, can serve as a basis for wise 

and responsible behavior in using technology. This study uses a literature review method by 

examining several books, articles, and policy documents related to civic education and 

Pancasila. The findings indicate that applying the values of Pancasila can help society, 

especially the younger generation, understand and respect the law and maintain ethics in 

digital interactions. Therefore, Pancasila is not only the state foundation but also a moral 

guide in building intelligent and character-driven citizens in the digital age. 

 

Keywords Pancasila, the state foundation, citizenship education, the digital era, 

constitutional literacy. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pancasila adalah landasan ideologis, filosofis, dan yuridis dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Nilai-nilainya bersifat universal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum 

nasional (Hutabarat, 2022). Sangat penting untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara 

dan sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila berfungsi sebagai landasan utama 

dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  Sebagaimana 

dinyatakan dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai standar 
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moral dan etika tetapi juga berfungsi sebagai dasar dari seluruh sistem peraturan perundang-

undangan.  Dengan memahami Pancasila, setiap warga negara dapat menyadari bahwa hukum 

Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan 

Keadilan Sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.  Pemahaman ini sangat 

penting agar masyarakat dan para penyelenggara negara dapat menegakkan keadilan, menjaga 

persatuan, dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang 

berlandaskan Pancasila (Daullah et al., 2022).   

Generasi muda sangat erat kaitannya dengan gadget. Kemajuan teknologi informasi 

menawarkan peluang besar bagi mereka untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan 

banyak lagi (Nurjanah et al., 2024). Sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa mayoritas 

pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia 15-19 tahun (91 persen), diikuti oleh 

kelompok usia 20-24 tahun (88,5 persen).  Rata-rata pengguna mengakses internet untuk 

berkomunikasi (32,9%) dan membuka sosial media (51,5 %).  Ini menunjukkan bahwa kaum 

muda adalah mayoritas pengguna internet, atau lebih khusus lagi, penggunaan media sosial.   

jinformasi, mencari hiburan, dan belajar melalui internet. Salah satu masalah yang sering 

terjadi adalah masyarakat seringkali dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, 

menyeleksi, dan memanfaatkan informasi yang mereka peroleh karena arus informasi yang 

sangat cepat melalui media-media tersebut di atas. (Prasetya & Sari, 2022) Permasalahan 

tersebut, yaitu berita bohong yang biasanya disebut hoax, terkait erat dengan perkembangan 

media sosial yang sedang berkembang saat ini. Karena tingkat kesadaran literasi masyarakat 

Indonesia rendah pada media digital, hoax semakin marak.  Menurut penelitian yang dilakukan 

pada maret 2016 oleh Central Connecticut State University, World’s Most Literate Nations 

Ranked menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara untuk budaya literasi.  

Bagi generasi muda Indonesia, tantangan di era digital tidak semata-mata berkaitan 

dengan kemampuan mereka menemukan informasi, tetapi juga berhubungan dengan cara 

mereka memilah, mengatur, dan mempertanggungjawabkan penggunaan informasi tersebut. 

Menurut penelitian (Subekti et al., 2025) Karena penggunaan media sosial yang sering dan 

kurangnya literasi digital, generasi muda rentan terhadap disinformasi politik. Kondisi ini 

diperkuat oleh temuan (Nayoga et al., 2021) yang menunjukkan bahwa penyebaran berita 

hoaks di kalangan pengguna muda sering kali dipicu oleh dorongan emosional dan rendahnya 

kemampuan verifikasi sumber. Di sisi lain, studi (Bondielli & Marcelloni, 2019) menjelaskan 

bahwa strategi penanggulangan hoaks berbasis kecerdasan buatan hanya akan efektif apabila 

disertai pendekatan edukatif yang menanamkan nilai etika digital sejak dini. Hal ini sejalan 

dengan temuan (Wihardja et al., 2025) bahwa perilaku daring generasi muda dalam konteks 

pemilu 2024 menunjukkan keterlibatan tinggi tetapi minim pemahaman terhadap dampak 

penyebaran konten manipulatif. Maka, pembentukan etika digital, kesadaran hukum, serta 

literasi konstitusi dan media menjadi kunci untuk membangun generasi muda yang tidak hanya 

melek teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan moral dalam ruang digital 

modern. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pancasila sebagai dasar negara 

dapat berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan literasi konstitusi di era komputer dan 

internet. Nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran 

konstitusional warga negara karena merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 

(Safitri & Anggraeni Dewi, 2021). Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar filosofis, 

tetapi juga sebagai pedoman moral untuk berinteraksi dalam dunia digital (Firmansyah1 & 

Hamzah2, 2023).  
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Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan korelasi antara penguatan nilai-nilai 

Pancasila dengan meningkatnya kesadaran literasi konstitusi di kalangan generasi muda. Ada 

kebutuhan akan pedoman moral yang kuat untuk menghadapi tantangan di era modern, seperti 

penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penurunan etika media. Pancasila memiliki peran 

strategis dalam hal ini (Raharjo, 2024). Ketika digunakan dengan benar, nilai-nilai Pancasila 

dapat membantu warga negara, terutama generasi milenial, menginterpretasikan kebebasan 

berekspresi mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip konstitusi (Firmansyah1 & 

Hamzah2, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya 

penting dalam konteks ketatanegaraan, tetapi juga penting sebagai alat untuk membangun 

masyarakat digital yang adil, moral, dan sadar hukum (Muttaqin et al., 2024). 

2. METODE 

Metode ilmiah dalam penelitian manajemen menekankan proses yang sistematis, 

transparan, dan dapat direplikasi untuk mensintesis pengetahuan yang sudah ada serta 

mengembangkan wawasan teoretis baru. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk 

mengeksplorasi dan menganalisis temuan-temuan yang ada melalui proses tinjauan yang 

terstruktur dan kritis. Snyder (2019) menjelaskan tinjauan literatur sebagai metodologi 

penelitian, yang dikategorikan menjadi tiga pendekatan: sistematis, semi-sistematis, dan 

integratif, yang masing-masing memiliki tujuan penelitian berbeda, mulai dari menghasilkan 

bukti hingga membangun kerangka konseptual. Metode ini memastikan ketelitian, 

meminimalkan bias, dan mendukung pengembangan teori melalui sintesis yang terstruktur dan 

evaluasi kritis terhadap penelitian sebelumnya. Demikian pula, Sauer dan Seuring (2023) 

menyempurnakan proses systematic literature review (SLR) menjadi enam langkah dan empat 

belas keputusan, yang menjamin ketepatan metodologis dan replikasi. Kerangka kerja mereka 

memandu peneliti dari tahap perumusan pertanyaan penelitian hingga sintesis dan pelaporan 

hasil dengan kejelasan serta dampak. Secara keseluruhan, kedua studi tersebut menunjukkan 

bahwa metode ilmiah yang diterapkan dengan baik dalam penelitian manajemen bergantung 

pada perancangan yang cermat, pengumpulan bukti yang sistematis, dan sintesis kritis untuk 

memberikan kontribusi yang bermakna bagi teori dan praktik. (Sauer & Seuring, 2023; Snyder, 

2019) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman fundamental dalam 

meningkatkan literasi konstitusi di era digital. Seperti yang ditegaskan oleh (Borges, 2020), 

Pancasila memberikan dasar moral dan etika bagi pembentukan hukum di Indonesia, 

memastikan bahwa setiap produk hukum selaras dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Landasan filosofis ini memperkuat legitimasi sistem 

hukum dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam tata kelola modern. Demikian 

pula, (Bintang et al., 2024) menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung 

dalam Pancasila, khususnya keadilan dan kesetaraan sangat penting dalam membentuk 

kerangka hukum yang melindungi hak-hak warga negara di tengah transformasi digital yang 

terus berkembang. Lebih lanjut, (Kamalludin et al., 2025) berpendapat bahwa penyelarasan 

Pancasila dengan prinsip moderasi beragama dalam reformasi hukum mendorong inklusivitas 

dan menanggulangi radikalisme di ruang digital. Dalam konteks digitalisasi yang pesat di 

Indonesia, literasi konstitusi yang berlandaskan Pancasila menumbuhkan pemikiran kritis, 

kesadaran etis, dan tanggung jawab kewarganegaraan dalam komunikasi digital, sehingga 

memperkuat persatuan dan ketahanan nasional (Rifai et al., 2020). Oleh karena itu, integrasi 
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nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewargaan digital sangat penting untuk membentuk 

warga negara yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga sadar konstitusi dan bertanggung 

jawab secara sosial. 

Hubungan antara Pancasila dan literasi konstitusi di era digital mencerminkan 

pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dengan praktik 

kewarganegaraan modern. Seperti yang ditegaskan oleh (Hidayat, 2025), Pancasila 

menghadapi tantangan serius dalam ekosistem digital yang sering didominasi oleh hoaks, 

ujaran kebencian, dan polarisasi. Media sosial, meskipun berpotensi menjadi ruang untuk 

menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, juga menjadi wadah bagi praktik komunikasi yang 

bertentangan dengan semangat persatuan dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan literasi 

digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting untuk menjaga 

keterlibatan kewarganegaraan yang etis dan inklusif di ruang digital, (Yorman & Sadam, 2025) 

berpendapat bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan kewargaan digital 

dapat meningkatkan kesadaran etis, berpikir kritis, dan toleransi di kalangan generasi muda, 

sehingga membentuk dasar moral bagi partisipasi yang bertanggung jawab di dunia maya. 

Senada dengan itu, (Damanik et al. 2025) menegaskan bahwa integrasi kewarganegaraan 

digital dalam kurikulum pendidikan dasar menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan 

perilaku digital yang bertanggung jawab, memperkuat kesadaran kewargaan, serta membekali 

peserta didik dengan kompetensi etis dan kritis dalam menghadapi tantangan disinformasi, 

ketimpangan digital, dan rendahnya literasi media di era transformasi digital Indonesia. Dari 

perspektif hukum, (Daullah et al., 2022; Mau, 2024) menegaskan bahwa Pancasila berfungsi 

sebagai sumber dari segala norma hukum serta menjadi landasan dalam menyeimbangkan 

kebebasan berekspresi dengan kewajiban konstitusional di ranah digital. Dengan demikian, 

penguatan literasi konstitusi di era digital menuntut internalisasi prinsip-prinsip moral 

Pancasila (kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan 

sosial) ke dalam etika digital, pendidikan, dan hukum untuk mewujudkan masyarakat digital 

yang adil dan kohesif.  

3.2 PEMBAHASAN 

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam meningkatkan literasi 

konstitusional di kalangan generasi muda, karena memberikan pemahaman dasar mengenai 

nilai-nilai kewarganegaraan, prinsip-prinsip demokrasi, serta hak dan kewajiban konstitusional 

warga negara. Menurut (Kamalludin et al., 2025), pendidikan kewarganegaraan berfungsi 

sebagai alat transformasi untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang berakar pada nilai-

nilai Pancasila dan keadilan sosial, serta mendorong inklusivitas dan toleransi dalam 

masyarakat yang majemuk. (Rifai et al., 2020) menegaskan bahwa melalui integrasi pendidikan 

berbasis Pancasila, pendidikan kewarganegaraan berperan dalam menangkal radikalisme dan 

krisis identitas dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang memperkuat harmoni sosial 

dan partisipasi demokratis. Lebih lanjut, (Bintang et al., 2024) menyoroti bahwa penguatan 

nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pembelajaran 

kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk warga negara yang taat hukum serta aktif 

menegakkan kerangka konstitusional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak 

hanya meningkatkan literasi konstitusional, tetapi juga memperkuat kesadaran moral, hukum, 

dan sosial yang diperlukan untuk menjaga kehidupan demokratis serta tegaknya negara hukum 

di Indonesia. 

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan vital dalam mengembangkan literasi 

konstitusional di kalangan generasi muda dengan membekali mereka pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai yang mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. 
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Menurut (Nuryadi & Widiatmaka, 2023), penguatan literasi kewarganegaraan melalui 

pembelajaran berbasis digital membantu peserta didik menganalisis informasi secara kritis, 

memahami sistem politik dan hukum, serta bertindak secara bertanggung jawab sebagai warga 

negara di era Society 5.0. Demikian pula, Puspaningtyas, (Puspaningtyas et al., 2024) 

menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap prinsip-prinsip konstitusi seperti fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

serta menumbuhkan nilai-nilai demokratis dan berpikir kritis untuk melawan misinformasi. 

(Borges, 2020) juga menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan mendorong agensi 

pemuda dan kewarganegaraan aktif, memberdayakan generasi muda agar terlibat secara 

bermakna dalam aktivitas sipil dan politik, bukan sekadar menjadi pengamat pasif. Secara 

keseluruhan, berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak 

hanya meningkatkan pengetahuan konstitusional generasi muda, tetapi juga menumbuhkan 

kompetensi kewarganegaraan yang esensial untuk menjaga keberlangsungan masyarakat 

demokratis. 

4. KESIMPULAN 

Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bersama-sama membentuk landasan untuk 

memperkuat literasi konstitusi dan ketahanan demokrasi di era digital Indonesia. Pancasila, 

sebagai dasar filosofis dan ideologis negara, memberikan kompas moral dan kerangka etika 

yang diperlukan untuk membimbing pengembangan pemahaman konstitusional dalam 

masyarakat yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Dengan menanamkan lima sila 

Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial) ke dalam dunia 

digital dan pendidikan, Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengikis 

nilai-nilai nasional, melainkan justru memperkuatnya. Integrasi ini mendorong hubungan yang 

seimbang antara kebebasan berekspresi dan kewajiban konstitusional, serta menumbuhkan 

praktik digital yang mencerminkan rasa hormat, toleransi, dan tanggung jawab sosial. 

Pada saat yang sama, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana utama 

untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pengalaman belajar konkret yang 

meningkatkan literasi konstitusi di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan 

kewarganegaraan, baik secara formal maupun berbasis digital, peserta didik memperoleh 

pengetahuan penting tentang konstitusi, hak asasi manusia, dan fungsi lembaga-lembaga 

negara, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran etis yang 

dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan digital yang kompleks. Pendidikan 

kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menumbuhkan sikap inklusif, 

keadilan sosial, dan persatuan nasional, serta membekali peserta didik untuk menolak 

penyebaran hoaks, radikalisme, dan polarisasi yang kerap mendominasi ruang digital. 

Dalam konteks ini, sinergi antara Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan menjadi 

strategi penting untuk membangun generasi yang melek digital, sadar konstitusi, dan 

bertanggung jawab secara moral. Integrasi tersebut memastikan bahwa warga muda tidak 

hanya memiliki kompetensi teknologi dan hukum, tetapi juga menanamkan kebajikan etis dan 

nilai-nilai kewargaan yang penting untuk mempertahankan demokrasi Indonesia. Oleh karena 

itu, penguatan literasi konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada 

Pancasila bukan sekadar kebutuhan akademis atau yuridis, melainkan juga sebuah keharusan 

moral dan kultural untuk membentuk warga negara yang menjunjung tinggi keadilan, 

demokrasi, dan keharmonisan nasional di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi.
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